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ABSTRAK

[nvestas merupaban segalu benlik keglatan penanamimn modal, ek oleh penumam mistal

dalam npegen maupun penanam modal asmg untek melakukan wsaba, Untuk twgadankan ustha ity baik
mvestor domestik maupun investor asing membulukan kepastion atau miman hukum sehingge dalam
menalankin Kegiatan usali tereipta msa Kemnanan Jdan kemvamanan, Dengan adina perlmdungan hukun
vang dibertkan di baraplan dapat menurk mingt wvestor untuk metanamkan modalnya salah satunva
Kot Padang Panjang vang memiliks potenst dan pelung investast vang cukup menanjikan terutama i
bidang partwisata. Herdasarkan hal tersebut penuhis terarik untuk membahasnya dalam tulisan vang berjudul
* Perlindungan Fukum Terhindap Investor Panwisatas Mitan di Kota Padang Pamgang” Schubungan dengan

[ hukum vimg diberthan pemerintah terhadap invester pariwisata, {2) kendaln apa saja vang dihadapi investor
dalam menjalankan usaho parwisata di Kot Padang Pamgang Dari hasil penelitian vang penubss lakukan
amika dapat di tarik kesimpulan scbagai bertkut - (13 entuk perbindungan hukum vang diberikan pemenntil
terhadap mvestor pariwisats adalah scsuai dengan Undang-undang penanaman modal. {2) Kendala VEng
dihadapi wvestor dalam menjalankan usah vaite o bidang perinahian, linskungun hudap, perburdim
itenagn kerpa) dan [HHAM, keapabeanan, dan kearnanan.

( hab distas beberapa pernwsalahan vinge akan dicar jawabammva vaitn {1} bagatmany bentuk perlindungan |
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sumatera Barat merupakan dacrah vang sedang membangun termasuk
di kawasan Kota Padang Panjang. Untuk membangun diperlukan adanva
modal atau investasi vang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepal.
Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas. khususnya
dunia usaha swasta.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun
1967, waitu scjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
- tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
| Keberadaan kedua instrument hukum itu. diharapkan agar investor vaitu
baik investor asing maupun investor domestik dapat menanamkan investasinya
di. Indonesia. terutama di wilayah Sumatera Barat. Tujuannya vakni untuk
mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan
politik dan ekonomi Indonesia. diperlukan peningkatan penanaman modal
menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal vang berasal baik
dalam negerl maupun dari Juar negeri. berusaha mewujudkan masvarakat adil
dan makmur, dimana masyarakat adil dan makmur itu di wujudkan melalui

pembangunan di berbagai bidang. diantaranya bidang ekonomi dan bidang

pariwisata,




Pada masa Orde Baru. jumlah investasi yang di investasikan cukup
tinggi. Hal ini dischabkan stabilitas politik. ckonomi, keamanan dan
pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali
schingga para investor mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan
dalam berusaha di Indonesia. Sementara itu. sejak era reformasi mengalami
penurunan vang sangat signifikan. Tahun 1998 sampai dengan 2006 ini
merupakan masa transisi. yaitu dari masa Orde Baru ke masa reformasi, Pada
masa reformasi i, sering terjadi konflik dalam masyvarakat. Konflik pertama,
terjadi pada tahun 1998, vaitu pada saat diturunkannyva Socharto sebagai
Presiden RI. Turunnya Presiden Socharto, pada tanggal 21 Mei 1998,
merupakan momentum awal dimulainya era reformasi.’

Kekhawatiran yang dirasakan oleh investor sedikitnya terdapat 6
(enam) hal. yaitu pertama banyak kontrak jangka panjang sebagai pelindung
investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia di batalkan oleh
pengadilan. Kedua aparatur  penegak  hukum  dianggap kurang mampu
meredam demontrasi  para buruh yang mengarah pada anarkisme. Ketiga
mvestor asing menjadi bulan-bulanan olch para pejabat baik di pusat maupun
daerah untuk hal-hal yang terkail dengan uang sehingga tak ada ketenangan
dalam berinvestasi. Keempat. perlindungan hukum tidak memadai karna kerap
terjadi konflik horizontal antara departemen di pusat dan konflik vertikal

antara pusat dan daerah terkait dengan kebijakan investasi. Kelima. berbagai

' Salim HS dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia, PT. RajaGralindo
Persada, Jakarta, 2008, him 3



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagal berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap investor
pariwisata diharapkan dapat menarik investor pariwisata untuk melakukan
penanaman modal di suatu dearah. yvang terdiri dari:

a. Perlakuan yang Sama Kepada Semua Penanam Modal

b. Pemerintah  tidak  akan melakukan Tindakan Nasionalisasi  atau
pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal. kecuali dengan
undang-undang

¢. Penanam Modal dapat Melakukan Pengalihan Aset.

d. Perlindungan Ketenagakerjaan

¢. Pemerintah telah Menetapkan Bidang Usaha Penanaman Modal

f. Kerja Sama atau Kemitraan Penanaman Modal dengan Usaha Mikro,
Kecil, Menengah. dan Koperasi.

£ Adanya Hak. Kewajiban dan Tanggung Jawab bagi Penanam Modal

h. Pengesahan dan Perizinan Perusahaan

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Penanaman Modal

J. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

k. Penvelesaian Sengketa

I, Sanksi Bagi Penanam Modal

2. Kendala-kendala  vang  dihadapi investor dalam menjalankan  usaha

pariwisata di Kota Padang Panjang diantaranva adalah:

&1
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